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     LEMBAGA 




        BANTUAN HUKUM
No     : 005.III.Pdt-Pol.PK.15/IV-36

Hal   : Permohonan Pengujian Pasal 23 ayat Tiga (3) dan Pasal 24 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110  
Dengan hormat,
Yang bertandatangan dibawah ini kami EBEN ESER NAIBAHO, SH – TONI SASTRA, SH – RADEN ARIA RIEFALDHY, SH – SYAWALUDDIN NASUTION, SH - HULIA SYAHENDRA, SH., MH DEVICA RULLY MASRUR, SH., MH., LLM – NUR CAHYATI, SH Advokat dan Asisten  Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Panji Keadilan (LBH-PK) berkedudukan di jalan Raya Pemda Km. 6 Nomor 8 Tigaraksa, Tangerang Advokat dan Asisten  Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Panji Keadilan (LBH-PK) berkedudukan di jalan Raya Pemda Km. 6 Nomor 8 Tigaraksa, Tangerang 15720, bertindak untuk dan atas nama;
I. N a m a   

: TUA ALPAOLO HARAHAP
Tempat/tgl lahir
: Pd. Sidempuan 02-07-1986
Agama

:  Islam

Pekerjaan

:  Wiraswasta

Kewarganegaraan
:  Indonesia

Alamat

: Jl. Kramat Benda Kp. Sugutamu Rt. 005/027 Kel. 




  Bakti Jaya Kec. Sukma Jaya Kota Depok

Email


: cij_alfha@yahoo.com
Selanjutnya disebut PEMOHON I
II. N a m a   

: ANIRWAN
Tempat/tgl lahir
: Jakarta 01-01-1978
Agama

:  Islam

Pekerjaan

:  Wiraswasta

Kewarganegaraan
:  Indonesia
Alamat

: Kp. Tipar Rt. 012/ 005 Kel. Semper Barat Kec. 

  Cilincing  Jakarta Utara


Email 

: awbarong@gmail.com
Selanjutnya disebut PEMOHON II

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon.
Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK terhadap Pasal 2D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo Pasal 28 E ayat (3), Pasal 28 I ayat (2), Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK terhadap Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo Pasal 28 E ayat (3), Pasal 28 I ayat (2), Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah:
1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
4. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
1. Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia dan sebagai anggota dan kader Partai Golkar yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK (P 1). 
2. Kerugian konstitusional yang dimaksud adalah bahwa Para Pemohon sebagai warga Partai Golongan Karya merasa adanya diskriminasi atas hak untuk memperoleh jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam memperoleh keadilan serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Keberadaan pasal tersebut telah menjadi dasar Menteri Hukum dan Ham mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya hasil Musan Ancol sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham yang telah dibuat untuk itu (P 2).
3. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama).
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.
c. Badan hukum publik atau privat atau

d. Lembaga negara.

Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:
a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya.
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
III. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI

A. NORMA MATERIIL 

Norma yang diajukan, yaitu Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24
Pasal 23 ayat (3);
“Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan”.
Pasal 24;
“Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan.
B. NORMA UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Norma yang menjadi penguji, yaitu:
1. Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
2.  Pasal 28 E ayat (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat”.
3.  Pasal 28 I ayat (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan  perlindungan  terhadap  perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.
4. Pasal 28 J ayat (2) “ dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.
IV.  ALASAN-ALASAN PEMOHON TERHADAP PERMOHONAN UJI MATERI UNDANG-UNDANG TENTANG PARTAI TERHADAP UUD 1945 KARENA:

1. Pasal 23 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik mengatur kewenangan pengesahan kepengurusan Partai Politik ada pada pemerintah yang berkuasa. Pasal tersebut dapat berpotensi terjadinya diskriminasi pengakuan hak partai dan hak untuk memperoleh jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam memperoleh keadilan serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (P 3).
2. Kedudukan Partai Politik menentukan gerak dan arah kebijakan dan keberlangsungan roda pemerintahan, oleh karena itu menjaga dan menciptakan iklim politik yang santun, sehat tidaklah tepat apabila kewenangan pengesahan kepengurusan sebuah partai politik dimiliki Menteri Hukum dan ham. 
3. Para Pemohon merasakan dampak yang timbul atas penyalahgunaan wewenang (abused of power)  Menteri Hukum dan Ham dalam hal mengeluarkan Surat Keputusan atas pengesahan kepengurusan Partai Golkar Kubu Agung Laksono dan tidak melaksanakan “principle of legal security” (nietrechtzekerheids) atau berbuat sewenangwenang (detornement du pouvoire). Dampak dari kebijakan tersebut secara nyata-nyata telah menciptakan instabilitas politik dan ketidakpastian hukum. 
4. Peristiwa yang menimpa Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar adalah fakta kesalahan tatakelola kebijakan Menteri Hukum dan Ham semakin membuat rancu dan perpecahan terbuka luas yang dampaknya sampai kepada usir mengusir sesama fraksi antara dua kubu yang mengkliam paling sah bahkan saling lapor ke Mabes Polri.
5. Bahwa proses hukum sengketa kepengurusan Partai Golongan Karya telah dilakukan di Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2).
6. Bahwa sebagaimana yang dimaksud Pasal 33 ayat (1) penyelesaian kepengurusan Partai Golongan Karya di Mahkamah Partai tidak tercapai maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memutus dan proses hukum antara, pengurus DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, pimpinan Aburizal Bakrie menggugat kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol. Dalam gugatan dengan nomor 91/Pdt-G/2015/PN Jkt. Ut tertanggal 16 Maret 2015. sedang  berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Jo Gugatan didaftarkan dengan Nomor 62/G/2015/PTUN-Jkt pada Pengadilan Tata Usaha Negara (P 4 & P 5).
7. Kemudian Pasal 24 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik secara tegas menyatakan bahwa dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan pada suatu partai Politik, menteri tidak mengeluarkan Surat Keputusan yang maknanya adalah kewenangan mutlak sah atau tidaknya suatu kepengurusan ditentukan oleh menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan Ham. Logika hukum yang bagaimana yang menentukan sah atau tidaknya suatu susunan kepengurusan Partai Politik ada ditangan Menteri.
8. Seharusnya kemenkumham hanya sebagai tempat mendaftarkan saja dan bukan menentukan sah atau tidanya susunan kepengurusan sebuah Partai Politik. Oleh karenanya dikarenakan terlalu besarnya kewenangan Menteri Hukum dan Ham kami melihat kecenderungan bersikap diskriminatif terhadap Partai yang tidak mendukung Pemerintah.
 Pasal 23 ayat (3); 
“Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan”.
Pasal 24;

Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan.
9. Sudah menjadi kebijakan yang adil seharusnya Menteri harus menunggu sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK. Pasal tersebut memberikan kepada Menteri Hukum dan Ham kekuasaan yang sangat besar sehingga Keputusan Menteri Hukum dan Ham menjadi legalitas untuk suatu kepengurusan  Partai Politik. Seyogyanya Kementrian Hukum dan Ham hanya sebagai legalistik formil yang mana hanya sebagai tempat mendaftarkan pengurus baru sebuah Partai dan bukan sebagai pemberi atau pembuat sah atau tidak sahnya kepengurusan Partai Politik.
10. Dengan perumusan Pasal yang demikian, maka Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik tidak proporsional dan melanggar;
a. Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 Tentang Partai Politik melanggar prinsip-prinsip keadilan hukum yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan  perlindungan  terhadap  perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
b. Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK.
11. Oleh karenanya pasal tersebut jika tetap digunakan akan membuat Menteri Hukum dan Ham cenderung menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan kelompok tertentu sehingga kewenangan menteri dapat merugikan hak dan jaminan hukum. Kewenangan Menteri Hukum dan Ham yang termuat dalam Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 berpotensi melanggar penghormatan dan pengakuan hak dan kebebasan partai, sebagaiman jaminan kebebasan tersebut ditetapkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 J ayat (2) “ dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.
12. Bahwa Menteri Hukum dan Ham atas penerapan pasal tersebut juga telah mendapat gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Nomor Perkara 171/Pdt.G/2015/PN. Jaksel pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (P 5).
V. PETITUM
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
· Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
· Menyatakan Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24  UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945.
· Menyatakan Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
· Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Apabila yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).






Tangerang, 30 Maret 2015
Hormat kami

Pemohon I dan Pemohon II

Kuasa Hukumnya

H. HULIA SYAHENDRA, SH., MH
TONI SASTRA, SH
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